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ABSTRAK

Dalam suatu perjanjian, para pihak haruslah memenuhi prosedur yang telah
diperjanjikan salah satunya asas itikad baik. Proses kepailitan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajban Pembayaran Utang sejatinya belum mampu mengakomodir hak-hak
dari para kreditor jika terjadi suatu kepailitan. Dalam prakteknya, pihak ketiga
yang beritikad baik cenderung berada pada kondisi yang lemah akibat
dilakukannya Actio pauliana terhadap suatu objek jual-beli yang pada akhirnya
pihak ketiga tersebut merasakan penyitaan atas objek jual beli yang telah
diperolehnya secara itikad baik dan sah melalui perjanjian jual beli. Dengan
demikian, salah satu upaya yang dapat meneyelamatkan pihak ketiga yang
beritikad baik adalah hadirnya peraturan atau kebijakan yang dapat
mengakomodir hak-haknya. Di dalam-UUK-PKPU belum diberikan definisi
secara konkrit mengenai perlindungan' terhadap pihak ketiga-yang beritikad baik
dalam memperoleh objek jual-beli dan juga UUK-PKPU tidak memberikan
besaran secara definitif atas haknya yang telah dilakukan actio pauliana atas
objek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui perlindungan
hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada saat berlakunya actio
pauliana dalam perjanjian jual-beli pada proses kepailitan (2) untuk mengetahui
akibat hukum yang timbul terhadap para pihak setelah terjadinya pembatalan
perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative
yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian
ini mennunjukan pihak ketiga yang beritikad baik ialah pihak yang telah
memenubhi seluruh prosedur yang telah diperjanjikan dan tidak mengetahui adanya
cacat hukum dalam jual-beli yang dilakukannya. Oleh karena itu perlindungan
terhadap pihak ketiga tersebut ialah pengembalian secara utuh benda yang telah
dibeli. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa akibat hukum atas terjadinya
pembatalan perjanjian ialah berkahirnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum
para pihak serta pembagian harta debitor pailit hanya mengedepankan prinsip pro
rata, belum adanya pengaturan secara definitif mengenai besaran pembagian harta
pailit untuk kreditor konkuren. Dengan adanya kekaburan hukum pada Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang. Kepailitan-dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang menunjukan bahwa belum menjawab seluruh permasalahan
yang ada karena cenderung sekali posisi kreditor konkuren yang paling akhir dan
terabaikan.
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